
 
 

BUPATI SIDOARJO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

  
PERATURAN  BUPATI  SIDOARJO 

NOMOR 30 TAHUN 2021  

  
TENTANG 

 
RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS  

PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN SIDOARJO 

TAHUN 2021 – 2025 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SIDOARJO, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan peningkatan 

kualitas lingkungan permukiman pada kawasan 

permukiman kumuh perkotaan sebagai aksi sinergitas 
antar pemangku kepentingan dan pendampingan 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo secara berkelanjutan, 
perlu disusun Rencana Pencegahan dan Peningkatan 
Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 

Kabupaten Sidoarjo; 
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan  
Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang 

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap 
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana 
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh 
dan Permukiman Kumuh Kabupaten Sidoarjo            

Tahun 2021 – 2025; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dalam 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia              
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009     

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), 

sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang            

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          

Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                     

Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020  

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016  

Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021  

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6624); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),  

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan 

Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 785); 



10. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/ 

M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : 

 

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS 

PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH  

KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 – 2025.  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo. 

2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sidoarjo. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo. 

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

 

BAB II 

MATERI MUATAN 
 

Pasal 2 

 (1) Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2021 – 2025, tercantum dalam lampiran 

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

peraturan bupati ini. 

(2) Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi : 

a. kajian pembangunan permukiman perkotaan; 

b. profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 

c. permasalahan perumahan kumuh dan permukiman 

kumuh; 

d. konsep pencegahan dan peningkatan kualitas 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 

e. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan 

berkembangnya perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh; 

f. rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan 

kumuh dan permukiman kumuh; 

g. rencana investasi dan pembiayaan; 

h. rumusan peran pemangku kepentingan. 

(3) Selain substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh juga berisi 

tentang konsep, desain dan skenario penanganan dalam 

bentuk desain 3D, rencana penyediaan tanah, serta 

dokumen DED (DED, RAB dan RKS yang dilengkapi 

dengan analisa biaya dan harga satuan).  



 BAB III  

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 3 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo. 
 
 

                Ditetapkan di  Sidoarjo 
                pada tanggal 7 Juni 2021     
 

 

 
Diundangkan di Sidoarjo 

pada tanggal 7 Juni   2021 
  

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SIDOARJO, 

  

ttd  

  

  

ACHMAD ZAINI 
  
  

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 31 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
NOREG PERBUP :  30 Tahun  2021 

                  BUPATI SIDOARJO, 

 
                            ttd 

 

                 AHMAD MUHDLOR  


